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Pemerintah melakukan Perubahan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 
2018 pada Juli 2018. Bagi wajib pajak orang pribadi dengan omset kurang dari 
Rp. 4.800.000.000 dikenakan PP 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% dari omzet dan 
mempunyai jangka waktu pelaksanaan, serta bersifat pilihan yang berarti UMKM 
boleh memilih menggunakan PP 23 Tahun 2018 atau berdasarkan PPh pasal 17. 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor 
UMKM PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 PPh Final dan Jumlah Wajib 
Pajak Aktif di KPP Pratama Bengkalis. Peneliti menggunakan Data Primer dan 
Sekunder melalui Metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi di Analisis 
dengan Metode Deskriptif Kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pada saat berakhirnya PP 46 Tahun 2013 yaitu pada bulan Juni Tahun 2018 dan 
pada saat diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 yaitu pada bulan Juli 2018 
Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM PPh Final Tahun 2018 
sebesar13,39% Jumlah Wajib Pajak Aktif pada PP 46 Tahun 2013 sebanyak 5.920 
orang sedangkan Jumlah Wajib Pajak Aktif PP 23 Tahun 2018 sebanyak 6.220 
orang. perubahan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018 memberikan 
dampak yang baik terhadap penerimaan KPP Pratama Bengkalis. 
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Gambar 2.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 























































1.1 Latar Belakang 
Dana APBN di Indonesia terdapat dari tiga sumber penerimaan di 
antaranya dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan penerimaan 
hibah. Sumber penerimaan APBN terbesar di Indonesia terdapat pada 
penerimaan pajak. pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. 
Rochmat Soemitro, S.H pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat 
jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Resmi (2017: 1) 
Perkembangan perekonomian di Indonesia dewasa ini sudah semakin 
pesat dan dinamis. Hal itu ditandai dengan semakin meluasnya kesempatan 
bagi pertumbuhan usaha-usaha di berbagai bidang dan terbuka luasnya 
kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi yang 
dinamis juga turut memacu semangat seluruh masyarakat Indonesia untuk 
berusaha memperbaiki taraf hidup kehidupan mereka yaitu dengan cara 
memanfaatkan segala peluang pekerjaan yang ada dengan sebaik-baiknya. 
Oleh sebab itu, tidak heran apabila kita sering menjumpai seorang pengusaha 
mempunyai berbagai penghasilan dari bermacam-macam usaha. 
(Soeriaatmadja; 2012) 
Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia, pajak 







Penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini 
yang merupakan salah satu pilar utama dalam komponen penerimaan negara. 
Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi yang 
ada, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. 
Pada saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan 
penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. 
Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan negara dalam sektor 
perpajakan, pemeritah melaksanakan reformasi perpajakan secara luas 
dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan peraturan perundang-undangan. 
Kebijakan ini dimulai pada Tahun 1984 dan diperbaiki pada Tahun 1994 
kemudian dilanjutkan pada Tahun 2000 dan terakhir mengalami perbaikan 
pada tahun 2008. (Soeriaatmadja; 2012). 
Pandiangan (2014: 1) di beberapa tahun terakhir, UMKM merupakan 
suatu usaha yang ikut berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. 
Peran UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja tidak 
diragukan lagi. Namun, pada sektor perpajakan UMKM masih belum 
mencerminkan kontribusi yang maksimal sebagaimana pengaruhnya 
terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Kebijakan penting di 
bidang perpajakan yang dikeluarkan pemerintah menyangkut perlakuan pajak 
bagi pelaku usaha tertentu. Pada tanggal 12 Juni 2013 Pemerintah 
mengeluarkan kebijakan pajak yang khusus berlaku bagi pelaku usaha 
kategori tertentu. Kebijakan pajak tersebut tertuang dalam Peraturan 





perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima 
atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu. 
Melihat materilnya, penekanan kebijakan pajak ini terletak pada konten 
peredaran bruto tertentu. Pengertian peredaran bruto tertentu adalah 
penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dari usaha yang jumlahnya 
sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00.- ( Empat miliar delapan ratus juta 
rupiah) dalam satu tahun. 
Pemerintah berharap dengan diberlakukannya PP 46 Tahun 2013 
membawa dampak positif terhadap pertumbuhan Negara tenyata apa yang 
diharapkan pemerintah tidak tepat sasaran karena masih ada pelaku usaha 
UMKM yang mempermasalahkan Tarif 1% dari omzet itu dirasa terlalu 
membebani. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Presiden Jokowi saat 
sedang melakukan kunjungan kepada pelaku usaha UMKM. Aspek keadilan 
merupakan salah satu kontra yang sering disoroti mengingat PP 46 tahun 
2013 Pajak Penghasilan termasuk dalam Pajak Final Pajak yang bersifat Final 
tidak memandang apakah hasil akhir dari usaha Wajib Pajak tersebut laba 
atau rugi, sepanjang wajib pajak memiliki omzet maka Wajib Pajak harus 
membayar pajak. Dalam kondisi akhir penghasilan bersih  dalam  satu 
tahun kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Wajib Pajak Orang 
Pribadi UMKM tetap membayar pajak sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi 
karyawan tidak. Tidak heran jika Wajib Pajak mengeluh terkait Tarif 1% dari 
omzet tersebut, sehingga akhirnya Presiden Jokowi mengajukan usulan untuk 




mengajukan usul penurunan Tarif Pajak menjadi 0.25% dari omzet. Namun, 
tidak disetujui oleh Menkeu dikarenakan nantinya mempengaruhi 
penerimaan dan pendapatan pemerintahan Sehingga hasil perdebatan tersebut 
yakni dengan menurunkan Tarif menjadi 0,5% dari omzet. Adanya Tarif 
0,5% akan berpotensi meningkatkan pertumbuhan Wajib Pajak dan beresiko 
mengalami penurunan penerimaan kas negara yang signifikan. Penurunan ini 
merupakan kemudahan bagi wajib pajak UMKM. 
Tarif yang rendah, cara perhitungan, pelunasan dan pelaporan yang 
mudah. Pada tanggal 22 Juni 2018 dan berlaku secara efektif per 1 Juli 2018. 
Kemudahan yang diterima oleh UMKM dari dirilisnya PP 23 Tahun 2018 
tidak hanya terkait penurunan tarif. Dalam peraturan terbaru, Wajib Pajak 
UMKM diberikan pilihan untuk memanfaatkan PP 23 Tahun 2018 atau 
langsung menggunakan tarif normal pasal 17. Pembebasan ini sangat berguna 
bagi Wajib Pajak yang memiliki margin keuntungan yang rendah karena 
dapat langsung menggunakan tarif normal pasal 17. Selain itu, PP 23 Tahun 
2018 juga menyebutkan batasan waktu ( sunset clause ) bagi Wajib Pajak 
yang memilih menggunakan Tarif Final, yakni tiga tahun untuk Wajib Pajak 
Badan berbentuk perseroan terbatas, empat tahun untuk badan tertentu 
(persekutuan komanditer, koperasi, dan firma) dan tujuh tahun untuk Orang 
Pribadi. Penulis tertarik membahas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 
46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk 
mengetahui apakah dengan penurunan Tarif dari 1% menjadi 0,5% dapat 




Data yang di dapat di KPP Pratama Bengkalis Perubahan Peraturan 
Pemerintah 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018 
membawa pengaruh positif dari segi Jumlah Wajib Pajak Aktif. Berdasarkan 
Latar Belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin melakukan 
Penelitian tentang: “Analisis Perubahan PP 46 Tahun 2013 Menjadi PP 




1.2 Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka penulis 
merumumuskan masalahnya sebagai berikut: 
1. Bagaimana Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM PP 46 
Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 Terhadap PPh Final di KPP Pratama 
Bengkalis? 
2. Apakah Perubahan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018 
meningkatkan atau menurunkan Jumlah Wajib Pajak Pelaku UMKM di 




1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 
1.3.1. Tujuan Penelitian 
 
Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor 
UMKM PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 PPh Final di 
KPP Pratama Bengkalis 
2. Untuk mengetahui peningkatan atau penurunan Jumlah Wajib 
Pajak Aktif Pelaku UMKM di KPP Pratama Bengkalis. 
1.3.2. Manfaat Penelitian 
 
Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi 
manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi Penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk 
memperluas wawasan dengan membandingkan teori-teori yang 
dipelajari dibangku kuliah dengan praktik yang sebenarnya 
terjadi dilapangan. 
2. Bagi Wajib Pajak, hasil penelitian ini juga ditujukan kepada para 
pelaku UMKM terkait perbandingan penerapam PP 46 Tahun 
2013 dan PP 23 Tahun 2018. 
3. Bagi pihak lain, khususnya mahasiswa hasil penelitian ini dapat 




1.4 Metodologi penelitian 
 
Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan 
metode sebagai berikut: 
1.4.1. Lokasi Penelitian 
 
Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian adalah Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis Jl. Komplek Mall Mandau City 
Kav. 109 Basement Blok B03, Jl Jendral Sudirman, Babussalam, 
Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau 28784. 
1.4.2. Waktu Penelitian 
 
Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu terhitung sejak 
Tanggal 09 Januari hingga 10 Februari Tahun 2020. 
1.4.3. Subjek dan Objek Penelitian 
 
Adapun Subjek penelitian ini adalah KPP Pratama Bengkalis 
sedangkan Objeknya adalah Kepala Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama 
Bengkalis tentang Dampak dari Perubahan PP 46 Tahun 2013 menjadi 
PP 23 Tahun 2018. 
1.4.4. Jenis Data 
 
Jenis Data yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan data 
sebagai berikut: 
a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan,   
yaitu wawancara yang dilakukan terhadap pegawai Kantor 




b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku, 
dokumen Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis data 
pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini. 
1.4.5. Teknik Pengumpulan Data 
 
a) Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara untuk 
mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab 
permasalahan melalui Tanya-jawab dengan kepala seksi 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis 
b) Observasi, yaitu peneliti melakukan peninjauan secara 
langsung kelapangan untuk melengkapi data-data yang 
diperlukan. 
c) Dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan dokumen- 
dokumenn dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis 
yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
1.4.6. Teknik Analisis Data 
 
Dalam penulisan ini menggunakan metode Deskriptif 
Kualitatif yaitu suatu cara penulisan dan pengumpulan, 
mengklarifikasi data serta menganalisa data sedemikian rupa yang 
berhubungan dengan teori yang berkaitan dengan masalah yang 
dibahas untuk mengambil suatu kesimpulan dan diakhiri dengan 




1.5. Sistematika Penulisan 
 
Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam 
penelitian ini, maka dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai 
berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
 
Pada bab ini akan  dikemukakan  tentang  latar  belakang  
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, 
metodologi penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA BENGKALIS 
 
Penulis dalam bab ini akan menguraikan mengenai sejarah KPP 
pratama Bengkalis, lokasi geografis KPP Pratama Bengkalis, visi 
dan misi, struktur organisasi dan uraian tugas. 
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
 
Dalam bab ini penulis menjelaskan definisi pajak, fungsi pajak, 
penggolongan pajak, system pemungutan pajak, syarat pemungutan 
pajak, hukum pajak, pajak penghasilan, pajak penghasilan final tarif 
pajak penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, definisi UMKM dan 
pajak dalam islam. 
BAB IV PENUTUP 
 
Pada bab ini merupakan penutup dari bab-bab sebelumnya, yang 






GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA BENGKALIS 
 
2.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis 
 
Sejak Tahun 1983 Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah berinisiatif 
melakukan reformasi di bidang Administrasi Perpajakan untuk meningkatkan 
kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal 
ini ditandai dengan reformasi di bidang peraturan perundang-undangan 
dengan menerapkan system self assessment serta perubahan struktur 
organisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada wajib pajak, 
dimulai dengan perubahan kantor inspeksi pajak menjadi Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP). 
Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan 
Riau Nomor S-1484/WPJ.02/2013 Tanggal 13 September 2013 Hal 
pemindahan Lokasi KPP Pratama Bengkalis di instruksikan pindah dari 
Kantor yang berada di Jalan Puteri Tujuh Nomor 7 Kota Dumai ke Wilayah 
Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis, terhitung mulai tanggal 13 September 
2013 pelaksanaan kepindahan dilaksanakan secara bertahap. Pada saat itu 
sebagian seksi di KPP Pratama Bengkalis menempati tanah gedung milik 
kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan Duri, sebagian seksi 
masih berada pada Kantor yang berada di Kota Dumai. dan sebagian seksi 
lainnya menempati Ruko yang telah disewa di wilayah Duri Kecamatan 
Mandau Kabupaten Bengkalis. Dikarenakan keterbatasan tempat, selama 







Bengkalis beralamat di Jalan Lintas Duri-Dumai Km.3, Kel. Balik Alam, 
Kec. Mandau, Kab. Bengkalis. 
Dan pada Tanggal 1 Januari 2014, KPP Pratama Bengkalis resmi 
pindah kembali kesebuah Ruko yang beralamat di Jalan Hangtuah No. 21 
(Depan Lembaga Adat, Melayu Riau/LAMR) Kelurahan Batang Serosa, 
Duri, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis. Terhitung mulai Tanggal 13 Desember 
2016, KPP Pratama Bengkalis resmi menempati Kantor baru yang beralamat 
di Jalan Jendral Sudirman, Komplek Mall Mandau City, Kav 109, Basement 
Blok B03 Kel. Babussalam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis 28764. 
KPP Pratama Bengkalis mempunyai tugas untuk melayani Wajib 
Pajak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan yang 
berada dalam wilayah Kab. Bengkalis dan Kab. Kepulauan Meranti yaitu ; 
a. Kecamatan Bantan 
 
b. Kecamatan Bengkalis 
 
c. Kecamatan Bukit Batu 
 
d. Kecamatan Mandau 
 
e. Kecamatan Rupat 
 
f. Kecamatan Rupat Utara 
 
g. Kecamatan Pinggir 
 
h. Kecamatan Siak Kecil 
 
i. Kecamatan Bathin Solapan 
 
j. Kecamatan Talang Mandau 
 




l. Kecamatan Tebing Tinggi 
 
m. Kecamatan Merbau 
 
n. Kecamatan Tebing Tinggi Barat 
 
o. Kecamatan Rangsang 
 
p. Kecamatan Rangsang Barat 
 
 
2.2. Lokasi Geografis Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkalis 
 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis terletak di Dataran 
Sumatera, tepatnya Kecamatan Mandau Kota Duri Provinsi Riau dan 
Kepulauan Riau, yang merupakan Lintas Pekanbaru-Dumai dan beralamat di 
Jalan Sudirman, Komplek Mall Mandau City, Kav. 109, Basement Blok B03 
Kel. Babussalam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis 28764. 
 




Visi KPP Pratama Bengkalis yaitu “menjadi instansi pemerintah 
penghimpun pajak negara yang terbaik diwilayah Asia Tenggara”. Visi 
KPP Pratama Bengkalis adalah suatu gambaran tentang keadaan masa 
depan KPP Pratama Bengkalis yang sungguh-sungguh diinginkan untuk 
ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh 





Dalam rangka pencapaian visi, KPP Pratama Bengkalis 
mengemban misi “Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan 
dengan menerapkan undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka 
membiayai penyelenggaraan Negara demi kemakmuran rakyat”. Misi 
KPP Pratama Bengkalis adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan 
keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab 
Direktorat Jendral Pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang 
dan peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip- 
prinsip dan nilai- nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang di 








Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis 
 
 




2.5. Uraian Tugas 
 
Adapun Tugas Pokok pada masing-masing bagian pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis adalah sebagai berikut : 
1. Kepala Kantor 
 
Pemimpin serta penanggung jawab secara keseluruhan di semua 
bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, 
pengawasan serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya 
terbentuknya kerjasama yang efisien dalam team dan tercapainya tujuan 
kerja. 
2. Sub Bagian Umum Dan Kepatuhan Internal 
 
a. Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan 
kegiatan usaha dan kepegawaian 
b. Pengadministrasian surat 
 
c. Melakukan urusan keuangan 
 
d. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan kantor. 
 
3. Seksi Pelayanan 
 
a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan 
 
b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan 
 
c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan 
surat lainnya 
d. Penyuluhan perpajakan 
 
e. Menerima SPT dan melakukan registrasi wajib pajak sesuai dengan 




4. Seksi Pengolahan Data Dan Informasi 
 
a. Pengumpulan data dan pengolahan data 
 
b. Penyajian informasi perpajakan 
 
c. Perekaman dokumen perpajakan 
 
d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan 
 
e. Pengalokasian penatausahaan bagi hasil (PBB), Dan (BPHTB) 
 
f. Pelayanan dukungan teknis computer 
 
g. Pemantauan aplikasi E-SPT Dan E-Filling 
 
h. Penyiapan laporan kerja. 
 
5. Seksi Ekstensifikasi Dan Penyuluhan 
 
a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan 
 
b. Pendataan objek pajak 
 
c. Penilaian objek pajak 
 
d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku 
e. Penertiban NPWP cabang di KPP yang bersangkutan 
 
f. Himbauan PPN KMS. 
 
6. Seksi Penagihan 
 
a. Pelaksana penatausahaan penagihan aktif 
 
b. Penagihan piutang pajak 
 
c. Penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak 
 





7. Seksi Pemeriksaan 
 
a. Pelaksana penyusunan rencana pemeriksaan 
 
b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan 
 
c. Penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan perpajakan 
lainnya. 
8. Seksi Pengawasan Dan Konsultasi 
 
a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib 
pajak yaitu Pph, PPN, PBB, BPHTB, Dan Pajak Lainnya. 
b. Bimbingan dan himbauan wajib pajak 
 
c. Penyusunan profil wajib pajak 
 
d. Analisa kerja wajib pajak 
 











Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Bengkalis dapat disimpulkan bahwa : 
1. Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM sebelum berakhirnya 
PP 46 Tahun 2013 bulan Juni Tahun 2018 dan di berlakukannya PP 23 
Tahun 2018 yaitu sebesar 13,39%. Kontribusi Penerimaan Pajak dari 
Sektor UMKM PP 23 Tahun 2018 mengalami peningkatan pada saat 
awal diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 tetapi pada Tahun 2019 
Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM mengalami penurunan 
hal ini disebabkan karena Tarifnya menurun. Sama hal nya dengan 
Jumlah pembayaran pada PP 46 Tahun 2013 Jumlah pembayarannya 
meningkat tetapi pada PP 23 Tahun 2018 mengalami penurunan hal ini 
disebabkan karena perubahan Tarif dari 1% menjadi 0,5%. 
2. Analisis perubahan PP Nomor 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018 
dengan Tarif 1% menjadi 0,5% cukup membawa keuntungan bagi 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis, karena setelah diberlakukan 
nya PP 23 Tahun 2018 Potensi Jumlah Wajib Pajak aktif di KPP Pratama 
Bengkalis meningkat. Dengan Tarif yang 1% menjadi 0,5% membuat 
Wajib Pajak banyak melaporkan usahanya, dari data yang penulis dapat 







sebanyak 5.920 orang sedangkan pada PP 23 Tahun 2018 Wajib Pajak 
yang Aktif dalam melakukan pembayaran sebanyak 6.220 orang, 





Sebelum penulis mengakhiri, penulis ingin menyampaikan beberapa 
hal sebagai saran yang tertentu berhubungan dengan permasalahan yang 
menjadi pembahasan penelitian ini. Maka penulis menyarankan : 
1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis perlunya meningkatkan 
sosialisasi terhadap masyarakat khususnya pelaku UMKM serta 
mempermudah wajib pajak pelaku UMKM dalam melakukan 
pembayaran pajak. 
2. Bagi Wajib Pajak pelaku UMKM agar lebih menaati peraturan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah dan 
3. Disamping itu juga penulis menyarankan agar penelitian ini tidak hanya 
sampai disini melainkan penulis berharap semoga masih banyak lagi 
ilmuan-ilmuan yang melanjutkan penelitian ini khususnya penelitian 
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Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Ekstensifikasi 
Hari/Tanggal : Senin, 10 Februari 2020 
Pukul : 10.00 – 11.00 Wib 
Narasumber : Eri Adriansyah 
1. Menurut pendapat anda apakah perubahan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 
Tahun 2018 dapat menambah pendapatan bagi Negara? 
Perubahan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018 dapat menambah 
pendapatan Negara karena dengan diturunkannya tarif dari 1% menjadi 0,5% 
membuat Wajib Pajak dengan penghasilan kecil untuk ikut dalam membayar 
Pajak dan membuat Wajib Pajak merasa lebih ringan dalam membayar pajak 
dan Wajib Pajak semakin sadar akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. 
2. Bagaimana menurut anda perbandingan antara PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 
 
23 Tahun 2018 dalam segi pendapatan Negara, yang manakah yang 
menguntungkan Negara diantara kedua PP tersebut? 
Jika dibandingkan PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 lebih 
menguntungkan Negara adalah PP 46 Tahun 2013 karena Tarifnya yang lebih 
besar dari pada PP 23 Tahun 2018 tetapi dengan tarif PP 46 Tahun 2013 tidak 
menguntungkan bagi Wajib Pajak karena tarifnya yang besar sehingga 
membuat Wajib Pajak tidak ingin melakukan kewajibannya sebagai Wajib 
Pajak 
3. Apakah menurut anda dengan diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 
meningkatkan atau menurunkan Jumlah Wajib Pajak bagi pelaku UMKM?
 
 
Setelah diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 Jumlah Wajib Pajak aAtif 
meningkat sangat drastis, karena Tarif yang rendah Wajib Pajak tidak merasa 
terbebani lagi. 
4. Menurut anda apakah faktor-faktor penyebab turunnya Tarif Wajib Pajak bagi 
pelaku UMKM? 
Penyebab turunnya tarif dikarenakan wajib pajak dengan omzet kecil bisa ikut 
menjalankan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak, dan dapat 
menjangkau seluruh Wajib Pajak Pelaku UMKM tanpa melihat besar kecilnya 
penghasilan, sehingga Wajib Pajak dapat merasakan keadilan dalam 
perpajakan. 
5. Apa saja kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis 
pada saat melakukan penagihan Wajib Pajak khususnya Pelaku UMKM? 
Lokasi Wajib Pajak yang jauh dari Kantor Pelayanan Pajak  Pratama 
Pengkalis membuat Wajib Pajak malas dalam membayar pajak, Wajib Pajak 
yang tidak/kurang mengerti pajak, serta Wajib Pajak keberatan membayar 
pajak tiap bulan. 
6. Menurut anda apakah tujuan awal pemerintah menurunkan Tarif dari 1% 
menjadi 0,5% bagi Pelaku UMKM? 
Tujuan awal pemerintah menurunkan tarif untuk memajukan UMKM dengan 
kemudahan dalam menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, supaya 
Wajib Pajak dapat mengembangkan usaha yang mereka miliki, serta untuk 
menambah basis wajib pajak (Jumlah Wajib Pajak) 
7. Menurut pendapat anda bagaimana cara mengetahui bahwa Wajib Pajak 




Wajib Pajak Pelaku UMKM dapat dilihat dari penghasilan brutonya, jika 
penghasilan brutonya dalam setahun kurang dari Rp. 4.800.000.000 setahun 
maka Wajib Pajak tersebut merupakan Pelaku UMKM. 
9. Menurut anda apakah masih ada Wajib Pajak yang belum melaporkan 
usahanya sebagai Wajib Pajak Pelaku UMKM ? 
Masih, karena belum semua warga Negara indonesia mengetahui adanya PP 23 
Tahun 2018 atau kurangnya pemahaman akan klasifikasi Wajib Pajak UMKM 
di masyarakat, dan karena Lokasi Wajib Pajak yang jauh dari Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis. 
10. Sanksi apa yang diberikan KPP Pratama Bengkalis jika Wajib Pajak 
khususnya Pelaku UMKM tidak melaksanakan kewajibannya dalam 
melakukan pembayaran pajak? 
KPP Pratama Bengkalis akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak dalam hal 
Wajib Pajak tidak atau terlambat melaporkan SPT Tahunan serta akan 
dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berupa denda 
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